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‘ KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL | -
A% S I I DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAT_ R"‘ 1S |
<A NOMOR : 1058/22/01/DPM-PTSP/XI/2020 }'J’_J LAR
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN YAPDESI
KELURAHAN BALANGNIPA, KECAMATAN SINJAI UTARA

HEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL

Menimbang @ bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kegada
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Idamm rnember_rkaﬂ
layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian
dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
b.  bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten

Sinjai Nomor : TT/47/DP menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini
KELOMPOK BERMAIN YAPDESI" Kelurahan Balangnipa kecamatan
Sinjai Utara adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang
anakan pendidikan

memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaks . :
anak usia dini, maka layak diberikan rekomendasi untuk penerbitan I1zin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan
huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "KB YAPDESI" Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Mengingat S I
Tingkat |l di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Z;
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); '
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaT::::';'of ngeromor =
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan;;n Publi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No ublik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 mor 112,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P ).b
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubﬁl:n Ientukan
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubii nﬁoneSTa
Nomaor 5234); publik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun )
Leibarar Negita Fapubilk Indﬁ:;;ater_?:':\gnPezrgfzntahan Daerah
Tambahan ~Lembaran Negara Republik iy Nomor 244,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir den a Nomor 5587)
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua A?:; gsgzsgﬁngang
g-Undang
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il oot
k.lm_i.'mg—Unr_iang Nomor 30 Tahun 2014 t.emang ;gmwl“ﬁ)l:or
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunr s

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoF:nc:Ubahanﬁ e
Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pe -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lenta;gM Nomor 297,
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ey
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S—
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubaha o
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang peﬂg:'?'a:;’ne;a
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik In o
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesi .

Peratu::i Ng;ﬂﬂ:};:‘:gﬁ- Nomor 96 Tahun 2012 tentang F’elaksanasli.r:(
Undang-Undang .Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pl;_l?ilﬁ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor i
Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 5357);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5870);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74),

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Sulsjuna:tx Pglrangi;_at Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 No

Kabupaten Sinjai Nomor 93); mor 5. Tambahan Lembaran Daeran
Peraturan Bupati Sinjai

Pelayanan Tgr;;i;njsa‘;tﬂog:slruz?iilﬁ?; nDzzag::ht?tabng penye.ielnggaraan
2018 Nomor 23); Sbupaten Sinjai Tahun

Peraturan Bupati‘ Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayan_ar_\‘Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50) -
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Memperhatika

1, Permoh

"APDEgEiTQ:—?nanggu”g Jawab KB YAPDESI Nomor :100/LPK-

IZin Operasiongfg Tanggal 19 November 2020 Perihal Permohonan
2. Akta N Enyelenggaraan:

\ otaris Nomm 109 T _

' : YAYASAN

5 PEND*DIKAN LAMAD anggal 22 Juli 2014 tentang

E INDONESIA YAPDESI

P el | ( ) ; :

TTﬁ"ﬁLf};jondas: Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor :

DP Tanggal 23 November 2020, Perihal Penerbitan Baru Izin
Operasional Penyelengg

araan ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
esatu - Memberikan |zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Kepada -
Nama lembaga " KB YAPDESI
Alamat Lembaga - JI. Sultan Isma, Kel. Balangnipa, o
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : MUSFIRAH KUDUS, S.Sos
Kedua - lzin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 20
November 2020 sampai dengan 20 November 2023: S
Ketiga . Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa beriaku izin; .
Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan.
Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 27 November 2020
a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,
Pangkat : Pembina Tk | / Ivb
NIP : 197011301990031 002
Tembusan :
1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Utara;
4. Lurah Balangnipa;
5. Arsip;



